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ABSTRAK

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penanggulangan penyebaran corona (covid-19) dengan mengeluarkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Aturan dimaksud membatasi aktivitas warga negara pada daerah tertentu, diantaranya dengan menutup operasional perusahaan, sehingga berpotensi terhadap keberadaan usaha serta melakukan tindakan efisiensi karyawan dengan cara diputusnya hubungan kerja. Di saat yang sama Pemerintah dan legislatif menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan mengubah Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan tenaga kerja akibat disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil dari penelitian ini adalah belum tercapainya keadilan dalam mendapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada segenap tenaga kerja Indonesia karena posisi tawar yang tidak seimbang antara pengusaha dengan pekerja, sehingga perlu adanya aturan yang mampu menyeimbangkan kedudukan antara kedua pihak.
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ABSTRACT

The government has issued a policy to prevent the spread of the COVID-19 corona virus by issuing large-scale social restrictions. The regulation limits the activities of citizens in certain areas, including by closing the company's operations, so that it has the potential for business existence and taking employee efficiency actions by terminating the employment relationship. At the same time, the Government and the legislature enacted Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and amended some of the previous Manpower Laws. The purpose of this study is to find out how the form of labor protection is due to the enactment of the Job Creation Act. The research method used is a qualitative research method with normative juridical research type and using analytical descriptive. The results of this study are that justice has not been achieved in obtaining better protection for all Indonesian workers because of the unequal bargaining position between employers and workers, so it is necessary to have rules that are able to balance the position between the two parties.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Penyebaran virus covid-19 secara massif dan cepat di Indonesia menyebakan jatuhnya perekonomian di Indonesia. Dampak pandemi ini paling banyak dirasakan pekerja sebagai kelompok masyarakat yang paling banyak terkena dampak dengan perbedaan kondisi dan kebutuhan masing-masing jenis pekerjaan akibat pandemi ini. Kondisi ini semakin tidak terukur karena tidak ada kejelasan kapan pandemi ini akan berakhir, sehingga jika semakin lama kondisi ini berlangsung, maka akan semakin membawa pekerja rentan dalam kehidupan yang semakin tidak menentu. Permasalahan utama ketenagakerjaan ditengah pandemi Covid-19 adalah dampak Corona telah mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK rentan terjadi selama pandemi covid-19 karena kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik.

Sejak bulan Maret 2020, Pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan untuk menanggulangi penyebaran virus corona ini, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor  Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (PP21/2020). Dalam PP21/2020, yang dimaksud dengan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga  terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pemerintah Daerah dapat melakukan PSBB untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan[footnoteRef:1]. Akibat pembatasan-pembatasan yang dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, termasuk penutupan operasional perusahaan, potensi perusahaan yang terpaksa gulung tikar relatif  besar.  Pemutusan  hubungan  kerja karyawan  sudah banyak terjadi. Pemutusan hubungan kerja ini erat dikaitkan dengan alasan efisiensi diakibatkan dampak covid-19 ini. Kondisi inilah yang menyebabkan para tenaga kerja saat ini selalu dibayangi kekhawatiran dan kecemasan. Krisis ekonomi yang terjadi hingga saat ini banyak perusahaan di Indonesia harus melalukan restrukturisasi. Perusahaan harus mengurangi karyawannya dengan alasan efisiensi. Penerapan hukum untuk pemutusan hubungan kerja dengan alasan tersebut lebih dikenal dengan PHK karena efisiensi. [1:  Rohmah, S.N. Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat Pandemi Corona?. Volume. 4, No. 1 (2020)] 


Pada saat ini pemutusan hubungan  kerja (PHK) karena alasan efisiensi masih menjadi polemik karena terdapat dua penafsiran berbeda yang disebabkan karena ketentuan pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dalam  praktik  peradilan  ketentuan  pasal yang mengatur mengenai efisiensi, perusahaan yang melakukan efisiensi maka perusahaan dalam kondisi tutup. Namun ada yang menafsirkan bahwa perusahaan  tidak  perlu tutup untuk melakukan efisiensi apabila tindakan tersebut justru dapat menyelamatkan perusahaan dan sebagian pekerja yang lainnya[footnoteRef:2]. [2:  Ferianto & Darmanto, Himpunan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara PHI Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Diserta Ulasan Hukum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010, Hal. 263.] 


Akibat adanya penerapan ini berimbas pada rantai produksi di sektor Industrial yang mempengaruhi produksi serta penjualan pada perusahaan. Perusahaan yang mengalami dampak dari penyebaran Covid-19 harus melakukan mitigasi kerugian. Pemutusan hubungan kerja atau (PHK) menjadi pilihan yang diambil oleh pelaku usaha untuk menghambat pengeluaran perusahaan agar tidak mengalami kerugian atau force majeur. Pemutusan Hubungan Kerja. Pada dasarnya merupakan masalah yang kompleks karena mempunyai kaitan dengan pengangguran, kriminalitas dan kesempatan kerja. Seiring dengan laju perkembangan industri usaha serta meningkatnya jumlah angkatan kerja yang bekerja dalam hubungan kerja, maka permasalahan pemutusan hubungan kerja merupakan topic permasalahan karena menyangkut masalah kehidupan manusia.

Hak yang dimiliki oleh pekerja/buruh salah satunya ialah memperoleh upah dan uang pesangon, hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi kenyataannya hak-hak yang dimiliki para pekerja/buruh atas upah dan pesangon tersebut tidak bisa lagi untuk diakomodir dan bahkan adapula yang dilupakan oleh pihak yang seharusnya diwajibkan untuk menyelesaikannya. Pihak yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan tersebut adalah Kurator, yang dimana untuk menyelesaikan semua permasalahan yang berhubungan dengan perusahaan yang terkena pailit. Hal ini berkaitan juga dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, dimana terkait pembayaran upah dan pesangon untuk pekerja/buruh.

Hubungan kerja antara pengusaha/perusahaan dengan pekerja/buruh, dimana secara yuridis penerima kerja memiliki prinsip kebebasan karena negara tidak menghendaki adanya praktik perbudakan yang dilakukan oleh siapapun sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak boleh dilakukan secara sepihak dan harus dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu, kemudian apabila hasil dari perundingan tersebut tidak menghasilkan persetujuan, maka pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dengan demikian, ketentuan Pasal 151 Ayat (3) Undang-Undang Cipta Kerja menjelaskan mengenai tidak diperbolehkannya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak. Dalam Pasal 151 Ayat (4) Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan, “Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme perselisihan hubungan industrial”. Sehingga ada baiknya perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Tidak hanya sekedar memanggil dan memberikan nasehat atau teguran begitu saja.
Rumusan Masalah
Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :
1. Bagaimanakah perlindungan kesejahteraan yang diberikan bagi pekerja yang mengalami PHK ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimanakah peran pemerintah dalam menunjang pemenuhan hak dan kewajiban para pekerja yang di PHK dan dirumahkan pasca pandemi Covid-19?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode secara normatif eksplisit, yaitu metode penelitian yang menekankan pada data sekunder yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel, jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian.
	


PEMBAHASAN


Perlindungan Kesejahteraan Terhadap Tenaga Kerja Yang Dikenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Pandemi Covid-19
Secara yuridis pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang mencakup orang yang belum bekerja, yaitu orang yang tidak terkait dalam hubungan kerja maupun orang yang sudah terikat dalam suatu hubungan kerja (pekerja/buruh), karena orang yang terikat dalam suatu hubungan kerja juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau yang lebih disukai oleh pekerja/buruh. Sedangkan pada pasal 6 merupakan perlindungan bagi orang yang sedang dalam ikatan hubungan kerja. Perlindungan Tenaga Kerja sangat mendapat perhatian dalam hukum ketenagakerjaan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, diantaranya mengatur hal itu[footnoteRef:3]. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan (Pasal 4 hruruf c). [3:  Eko Wahyudi, dkk., Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta :Sinar Grafika, 2016, hlm. 31] 


Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah adalah dengan membuat peraturan-peraturan yang mengikat pekerja/buruh dan majikan mengadakan pembinaan, serta melaksanakan proses hubungan industrial[footnoteRef:4]. Secara yuridis berdasarkan Pasal 27 UUD 1945, kedudukan pekerja/buruh sama dengan majikan/pengusaha, namum secara sosial ekonomis kedudukan keduanya tidak sama, dimana kedudukan majikan lebih tinggi dari pekerja/buruh. Kedudukan tinggi rendah dalam hubungan kerja ini mengakibatkan adanya hubungan diperatas (dienstverhoeding), sehingga menimbulkan kecenderungan pihak majikan/pengusaha berbuat sewenangwenang kepada pekerja/buruhnya. Adapun tujuan diberikannya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. [4:  Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Jakarta :Sinar Grafika, 2009, hlm. 23.
] 

Selain itu tujuan perlindungan hukum terhadap pekerja tidak hanya mencakup pada berlangsungnya hubungan kerja tetapi juga pada saat hubungan kerja tersebut berakhir. Hubungan kerja berakhir dapat disebabkan waktu perjanjian kerja berakhir atau dikarenakan tindakan pengusaha melakukan PHK. Disinilah tujuan perlindungan hukum yaitu untuk memberikan pemenuhan hak-hak pekerja setalah berakhirnya hubungan hukum tersebut. Perlindungan Hukum dalam pemutusan hubungan kerja yang terpenting adalah menyangkut kebenaran status pekerja dalam hubungan kerja serta kebenaran alasan PHK. Dari aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai PHK, menimbulkan adanya hak-hak buruh yang berkaitan dengan PHK.
Perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis[footnoteRef:5]. Work From Home adalah sebuah konsep kerja di mana karyawan dapat melakukan pekerjaannya dari rumah. Istilah ini sebenarnya sudah lama digunakan dan dikenal, khususnya bagi para pekerja lepas (freelancer). Jauh sebelum pandemi ini terjadi, beberapa perusahaan pun sudah ada yang menerapkan konsep kerja ini kepada karyawannya. Kondisi WFH atau bekerja dari rumah di tengah wabah corona dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf a, di mana setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Pada dasarnya, istilah “merumahkan pekerja” atau “pekerja yang dirumahkan” tidak dikenal dan tidak diatur dalam ketentuan Undang-undang tersebut. [5:  Asri Wijayanti, E-Journal: Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Di PHK Karena Melakukan Kesalahan Berat, Surabaya, 2004] 

Pengusaha dapat melakukan PHK pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa atau force majeure. Kemudian Pasal 164 Ayat (3) UU 13/2003 menambahkan pengusaha juga dapat melakukan PHK pekerja/ buruh karena perusahaan tutup bukan karena kerugian 2 tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa atau force majeur tetapi disebabkan efesiensi. Para pekerja/buruhpun saat diPHK mendapatkan uang pesangon satu kali. Dalam hal wabah covid-19 ini, bisa dikatakan sebagai suatu peristiwa yang tidak terduga pada saat perjanjian atau kebijakan itu dibuat. Artinya jika ada perjanjian yang dibuat pada saat wabah sedang menjalar dan menjangkit pemutusan hubungan kerja tidak dapat dijadikan alasan sebagai force majeure. Dengan demikian, maka perlu adanya perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dengan tetap mementingkan perkembangan kepentingan perusahaan.
PHK juga dapat dilakukan jika perusahaan mengalami perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja di perusahaannya. Lebih lanjut, PHK dapat dilakukan karena perusahaan tutup diakibatkan mengalami kerugian yang telah dibuktikan dengan laporan keuangan dua tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik atau keadaan memaksa. Berbeda seperti yang terdapat dalam Pasal 157 A Undang-Undang Cipta Kerja, dalam hal ini pengusaha/perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dengan melakukan penghentian sementara (skorsing) yang sedang menjalani proses pemutusan hubungan kerja tetapi upah yang diterima tetap diberikan. Bagi para pekerja/buruh upah memanglah hal yang utama bagi mereka dan keluarga mereka. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 157 A tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan hubungan industrial. Dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan mengenai hubungan industrial yaitu “suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
PHK yang dilakukan oleh pengusaha haruslah beralasan dan memiliki bukti sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, jadi sebelum melakukan PHK, pengusaha harus menyampaikan alasan-alasan melakukan PHK kepada pekerjanya. Jika pekerja merasa keberatan dengan PHK tersebut karena dianggap sepihak dan tidak sesuai dengan undang-undang maka pekerja dapat melakukan gugatan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI) dan dapat juga PHK tersebut batal demi hukum dan pekerja dapat kembali dipekerjakan. PHK adalah pengakhiran kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. Setelah hubungan kerja berakhir, pekerja tidak lagi mempunyai kewajiban untuk bekerja pada pengusaha, dan pengusaha itu tidak berkewajiban membayar upah kepada pekerja tersebut.
Aturan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja pada dasarnya merupakan masalah yang kompleks karena mempunyai kaitan dengan pengangguran, kriminalitas, dan kesempatan kerja. Seiring dengan laju perkembangan industri usaha serta meningkatnya jumlah angkatan kerja yang bekerja dalam hubungan kerja, maka permasalahan pemutusan hubungan kerja merupakan topik permasalahan karena menyangkut kehidupan manusia. Pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kerja merupakan awal kesengsaraan karena sejak saat itu penderitaan akan menimpa tenaga kerja itu sendiri maupun keluarganya dengan hilangnya penghasilan. Namun dalam praktik, pemutusan hubungan kerja masih terjadi dimana-mana. Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja dimana pengaturan pelaksanaannya selalu disempurnakan secara terus-menerus. Maksud peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja selain untuk melindungi tenaga kerja dari kehilangan pekerjaan, juga memberikan perhatian kepada pengusaha atas kesulitannya menghadapi perkembangan ekonomi yang tak menentu.
Pada dasarnya, pengaturan mengenai PHK terdapat dalam Bab XII Pasal 150 sampai Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 25 memberikan pengertian mengenai PHK yaitu proses berakhirnya hubungan kerja yang didasarkan oleh seuatu hal tertentu yang lalu menyebabkan berakhirnya hubungan mengenai hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusahanya. Secara khusus pengertian PHK dijelaskan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor:Kep15A/Men/1994 Pasal 1 Ayat (4), yaitu PHK merupakan suatu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja yang disebabkan berdasarkan dari adanya izin Panitia Daerah atau Panitia Pusat. Dapat disimpulkan secara umum mengenai PHK yaitu merupakan suatu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha/majikan kepada pekerja/buruh yang disebabkan oleh suatu hal tertentu yang menyebabkan hubungan kerja tersebut berakhir.
Pasal 40 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021 menyatakan bahwa, uang pesangon yang diberikan kepada pekerja yang terkena PHK dengan ketentuan masa kerja kurang dari satu tahun sebanyak satu bulan upah, untuk masa kerja satu tahun atau lebih tetapi kurang dari dua tahun sebanyak dua bulan upah, untuk masa kerja dua tahun atau lebih tetapi kurang dari tiga tahun sebanyak sebanyak tiga bulan upah, dan masa kerja tiga tahun atau lebih tetapi kurang dari empat tahun sebanyak empat bulan upah, untuk masa kerja empat tahun atau lebih tetapi kurang dari lima tahun sebanyak lima bulan upah, dan seterusnya, ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan yang ada pada Pasal 164 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa: pengusaha dapat melakukan PHK karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian dua tahun berturut-turut atau bukan karena alasan memaksa (force majeure) tetapi dikarenakan perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja berhak atas uang pesangon sebesar dua kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
Perlindungan yang dilakukan terhadap pekerja ditujukan guna terpenuhinya hak dasar para pekerja dan menjamin keselarasan, kesepakatan serta perlakuan hak dasar pekerja tanpa adanya diskriminasi. Hal tersebut guna mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan dan kemajuan dunia usaha. Perlindungan kerja bagi para pekerja memiliki tujuan untuk menjamin keberlangsungan sistem hubungan kerja tanpa adanya tekanan dari berbagai pihak, oleh karenanya pengusaha wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketika melakukan PHK.

Program Pemerintah Dalam Menunjang Hak Dan Kewajiban Para Pekerja Yang Di PHK Atau Dirumahkan Ditengah Pandemi Covid-19
1. Kartu Prakerja
Pemerintah pada 11 April 2020 mengeluarkan kebijakan dengan merilis Program Kartu PraKerja. Pelaksanaan Kartu Prakerja 2020 merupakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Re-focusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa untuk Percepatan Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19).
a. Sasaran Penerima
Sasaran program Kartu Prakerja ini skemanya berubah dimana orientasinya tidak lagi hanya untuk pencari kerja muda, tetapi juga bagi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang terdampak pandemi COVID-19. Pemerintah melakukan pembaruan data dari kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah yakni melalui Dinas Tenaga Kerja, Pariwisata, Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan, atau asosiasi usaha yang terdampak seperti transportasi dan ritel. 
b. Anggaran
Anggaran untuk Kartu Prakerja ini dulu sebelum postur anggarannya diubah untuk penanganan wabah covid-19 sebanyak Rp 10 triliun, sekarang Rp 20 triliun. Dulu penerimanya dibatasi 2 juta orang, sekarang 5,6 juta orang. Dengan Kartu Prakerja ini diharapkan berguna untuk pekerja yang berdampak selama masa pandemi COVID-19.
c. Keuntungan
Keuntungan Kartu Prakerja, yakni memberikan kursus atau pelatihan bagi para pesertanya, dimana program ini biaya pelatihannya ditanggung oleh pemerintah, dengan pelatihan dari Kartu Pra-Kerja, peserta diharapkan dapat meningkatkan keterampilannya. Sedangkan bagi pekerja sektor informal, selain pelatihan akan ada juga program dari perbankan untuk memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para peserta usai mendapatkan pelatihan. Harapannya, insentif yang diperoleh peserta Kartu Prakerja dapat dipadukan dengan fasilitas KUR untuk memudahkan peserta dalam berwirausaha.
d. Jumlah Insentif yang Diterima
Peserta program Kartu Prakerja akan mendapatkan insentif dan bantuan pelatihan dengan total Rp 3.550.000. Rinciannya, biaya bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 150.000. Setiap peserta program hanya dapat mengikuti program sebanyak satu kali. Insentif tersebut akan dibayarkan setelah peserta menyelesaikan minimal satu kali pelatihan.
2. Bentuk Padat Karya
Program padat karya ini dikoordinasikan oleh kementerian atau lembaga negara terkait sesuai bidang kerja masing-masing. Selain itu, terdapat padat karya tunai. Program ini utamanya ditujukan bagi masyarakat lapisan bawah di pedesaan yang terdampak pandemi Covid-19. Padat karya tunai juga dapat diterapkan secara masif menggunakan skema dana desa. Kepala Negara mengatakan bahwa dana desa dalam situasi saat ini setidaknya dapat dimanfaatkan untuk dua hal, yaitu sebagai bantuan sosial bagi warga yang terdampak serta sebagai program padat karya tunai di desa-desa.
3. JKP
Di dalam omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, terdapat pula aturan yang menegaskan bahwa pemerintah atau buruh yang mengalami PHK, Undang-Undang Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai program jaminan kehilangan pekerjaan yang manfaatnya berupa uang tunai akses informasi pasar kerja, dan pasar kerja. JKP adalah program jaminan social baru. Pasal 82 UU Cipta Kerja menyebutkan, ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 18 diubah. Sebelumnya, terdapat 5 jaminan sosial yakni: Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian.
Namun kini, ada tambahan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Ketentuan dalam UU Cipta Kerja menyebutkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan akan diberikan kepada para pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Hal itu diatur pada bagian ketujuh Pasal 46 A. JKP diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Tujuannya untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat pekerja atau buruh kehilangan pekerjaanya. Mereka yang berhak mendapatkan JKP, seperti diatur dalam Pasal 46 C adalah mereka yang telah membayar iuran. Manfaat yang diberikan melalui JKP adalah berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Sementara sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan ini berasal dari: Modal awal pemerintah, Rekomposis iiuran program jaminansosial, dan atau Dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. Adapun modal awal untuk program jaminan kehilangan pekerjaan ditetapkan paling sedikit Rp. 6 triliun yang bersumber dari APBN. Mengenai kompensasi PHK dengan alasan efisiensi diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, bahwa pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang masa kerja 1 (satu) kali ketentuan  Pasal  156  ayat  (3)  dan  uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Dalam hal ini yang perlu diperhatikan khususnya pihak pengadilan hubungan industrial dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara yang menyangkut PHK dengan alasan efisiensi ini  yaitu masalah hak pekerja/buruh yang mendapat uang pesangon sebanyak dua kali lipat dari ketentuan yang berlaku. Mengingat dampak PHK dengan alasan efisiensi ini sangat  berdampak besar bagi pekerja/buruh. Pada tahun  2011  terdapat sengketa yang mempersalahkan frasa “perusahaan tutup” dalam Pasal 164 ayat (3)Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 antara pekerja Hotel Papandayan  Bandung  yang  telah  di  PHK  dengan  Pihak  Manajemen  Hotel Papandayan  Bandung. Pekerja  tersebut  mengajukan  permohonan  ke  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia  dengan menyatakan bahwa Pasal 164 ayat (3) UUNo. 13 Tahun 2003 telah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 atau inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam hal ini MK melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor19/PUUIX/2011 menyatakan bahwa Pasal 164 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “perusahaan tutup” tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”. Selain itu, Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang frasa “perusahaan tutup” tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”. Artinya, untuk memberlakukan pasal ini dan penerapan pasal ini tidak diterapkan secara inkonstitusional, efisiensi tersebut dapat dilakukan jika perusahaan tutup secara permanen.

PENUTUP

Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam masa pandemi covid-19 yang dijadikan alibi oleh beberapa perusahaan dirasa tidak logis, karena beberapa perusahaan berdalih dengan force majeure. Dimana alasan tersebut tidak bisa dikategorikan dengan wabah yang sedang merembak di Indonesia, dan wabah tersebut juga tidak dikategorikan dengan Bencana Nasional. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kerugian yang diakibatkan oleh perusahaan belum mencapai 2 tahun maka perusahaan tidak bisa memutus hubungan kerja begitu saja. Maka perlu adanya upaya lain yang diberikan oleh perusahaan atau pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19 kepada para pekerja yang di PHK
Pengaturan perlindungan hukum Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak di masa pandemi covid-19 terdapat dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengecualian mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terdapat dalam Pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja. PHK tidak boleh dilakukan secara sepihak. Perlindungan hukum mengenai PHK secara sepihak telah diatur dalam Pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja. PHK secara sepihak sangat tidak diperbolehkan, akan tetapi tetapi dalam keadaan tertentu apabila perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian PHK itu boleh dilakukan. Adapun pengaturan mengenai upah dan pesangon yang terdapat dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 40 Ayat (2) dan Pasal 43 PP ini juga menyebutkan, perusahaan atau pemberi kerja bisa mengurangi jumlah pesangon yang harus dibayarkan kepada pekerja sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40, apabila perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan karena kerugian perusahaan.
Di sisi lain, pekerja juga bisa mendapatkan tambahan berupa uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali dari ketentuan di Pasal 40 ayat (3). Perlindungan hukum bagi tenaga kerja/buruh yang mengalami PHK sepihak karena alasan memaksa ke depannya adalah memastikan bahwa pemberian hak-hak pekerja/buruh seperti pemberian uang pesangon, pemberian uang penghargaan atau uang jasa selama masa kerja pekerja/buruh, dan pemberian hak ganti rugi atas akibat dari adanya PHK tersebut benar-benar dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, ke depannya perlu ada pengaturan yang lebih khusus mengenai perlindungan hak pekerja yang mengalami PHK karena alasan pandemi covid-19 sebagai alasan force majeure untuk melakukan PHK kepada pekerjanya. Pengaruhnya kepada perusahaan-perusahaan yang ada adalah pendapatan yang berkurang, dan efek dari pendapatan yang kurang adalah pemutusan hubungan kerja. Langkah ini di ambil perusahaan dengan alasan menyelamatkan perusahaan tersebut supaya bisa tetap hidup. Tentunya bila dilakukan secara benar hal ini bakal tidak menjadi masalah, namun bila hal ini tidak benar maka menimbulkan masalah. Seperti tidak memenuhi hak karyawannya, sebagai contohnya tidak memberikan pesangon dengan alasan force majeure tentunya hal ini tidak dibenarkan. Bila hal ini terjadi karyawan berhak menuntut haknya lewat mediasi dan bila jalan ini tidak ketemu juga bisa langsung lewat jalan hukum.
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